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Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing 

nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di 

bidang perdagangan, khususnya impor barang modal 

dalam keadaan tidak baru; 

b. bahwa ketentuan impor barang modal dalam keadaan 

tidak baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang 

Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinilai sudah 

tidak relevan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, perlu mencabut Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang 

Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dan mengatur 

kembali ketentuan impor barang modal dalam keadaan 

tidak baru; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor 

Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4775);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4849); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4956); 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5512); 

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

13 Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang 

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja 

Periode Tahun 2014-2019; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005  

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka 

Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan 

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak 

dan Gas Bumi; 
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15.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                 

31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-

DAG/PER/8/2012 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 1187); 

16.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 

tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 

tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 317); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                           

46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Di Bidang Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1104); 

19.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                             

53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1271); 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                 

48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di 

Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1006); 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                          

70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1516); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN 

TIDAK BARU. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, yang 

selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal 

usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih 

layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, 

digunafungsikan kembali dan bukan skrap. 

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. 

3. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang 

telah memiliki izin usaha yang mengimpor BMTB untuk 

keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh 

perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses 

produksi. 

4. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah 

memiliki izin usaha industri rekondisi atau jasa 

reparasi/perbaikan yang mengimpor BMTB untuk diproses 

menjadi produk akhir dalam rangka tujuan ekspor 

dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai 

Langsung dalam negeri. 

5. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang 

telah memiliki izin usaha industri remanufakturing 

(termasuk dalam KBLI 28240) yang mengimpor BMTB 

berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses 

menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis secara 

produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam 

rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan 

Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.  

6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan 

sebagai izin untuk melakukan impor BMTB. 
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